
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Baral (Serita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Ta h uri 1968 tc n t ang Pcmbenlukan Kabupateri 
Purwakana dan Kabupatcn Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tah un 1950 tentang 
Pembentukan Dacrah-Daerah Ka bu paten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Baral (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tah un 1968 Nomor 31, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2851); 

Mengingal 

Menimbang: a. bahwa kerja sama daerah merupakan salah satu sarana 
dalam upaya lcbih memanlapkan hubungan dan 
keterkaitan Dae rah dengan Dacrah yang lain, 
menserasikan pcmbangunan dacrah, mensinergikan 
potensi Oaerah dengan Daerah lain, Pemerintahan Daerah 
dengan pihak ketiga, dan Pemerintahan Daerah dengan 
Pemerintahan Daerah lain aiau Pemerintahan Daerah 
dengan lembaga di luar negeri serta meningkatkan 
pertukaran pengetahuan , teknologi, dan kapasitas fiskal 
Daerah, sehingga pelayanan publik dapal diselenggarakan 
secara optimal, demi Lerwujudnya kesejahteraan dan 
kemakmuran masyarakat di Daerah; 

b. bahwa dalam rangka optirnalisasi pelaksanaan kerja sama 
daerah, maka pengaturan pcnyelcnggaraan kerja sama 
daerah yang saat ini didasarkan pada Peraturan Dacrah 
Kabupateri Karawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kcrja 
Sama Daerah, sciclah dilakukan harmonisasi dan 
sinkronisasi dcngan pcraturan perundang-undangan yang 
yang baru di bidang kerja sama daerah, perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pcrlimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Kerja Sama Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

BUPATI KARAWANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
KERJA SAMA DAERAH 

BUPATIKARAWANG 
PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 
NOMOR 1 TAHUN 2021 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten Lang 
Pembcntukan Perat.ura n Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana Lelah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Ta huri 2011 ten tang Pembentukan 
Pera tu ran Pcrundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tah un 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tah un 2015 Lcnlang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tah un 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 560 l); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan 
Hibah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 23, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5202); 

7. Perat.uran Pernerirituh Nomor 27 Ta h u n 2014 Lentang 
Pengelolaan Barang M ilik Negara/ Dae rah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tah un 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang M ilik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tarnbahan Lcrnba ra n 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Perncrintah Nomor 28 Tahuri 2018 tentang Kerja 
Sama Daerah (Lcrn baran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6219); 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah menurui asas 
otonomi dan lugas pembantuan dcngan prinsip otonorni seluas-Iuasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kcsatuan Republik 1ndonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah. 

4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bu pat.i sebagai unsur 
penyelenggara Pernerin tahari Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Karawang. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pcmbantu Bupati dan DPRD dalam 

penyclcnggaraan urusan pcrncrintahunyung mcnjadi kcwcriangan Daerah. 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

dan 
BUPATIKARAWANG 

10. Peraturan Pemerinlah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tah un 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 lentang Kerja 
Sama Pemerinlah dengan Sadan Usaha dalam Penyediaan 
Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 62); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

13. Peraturan Daerah Kabupalen Karawang Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat 
Dae rah Kabupatcn Karawang (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14). 
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7. Sekretariat Kerja Sama adalah lcmbaga di luar Perangkat Daerah yang 
dibentuk untuk melaksanakan Kcrja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh 
Daerah dengan Daerah lain. 

8. Kerja Sama Daerah adalah u saha bcrsarna antara daerah dan daerah 
lain, antara daerah dan pihak kctiga, dan/atau antara daerah dan 
lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada 
pertirnbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta sating 
mengun tungkan. 

9. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang sclanjutnya disingkat 
KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah 
lain dalam rangka pcnyclcnggaraan urusan pcmerinlahan yang menjadi 
kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan 
pemenuhan pelayanan publik. 

10. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Kctiga, yang selanjutnya disingkat 
KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak 
ketiga dalam rangka pcnyelcnggaraan urusan pemerinlahan yang menjadi 
kewenangan daerah unt uk mcningkatkun kcsejahtcraan rnasyarakat dan 
percepatan pemenuhan pelayanan publik. 

11. Kerja Sama Daerah Dengan Perncrintah Daerah di Luar Negeri, ) ang 
selanjutnya disingkat KSDPL ada lah usaha bcrsarna yang dilakukan oleh 
daerah dengan pernerintah dacrah di luar negeri dalam rangka 
penyelenggaraan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
untuk meningkatkan kescjahtcraan masyarakat dan percepatan 
pemenuhan pelayanan publik. 

12. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya 
disingkat KSDLL adalah usaha bcrsama yang dilakukan oleh daerah 
dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewcnangan daerah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. 

13. Kerja Sama Wajib adalah Kcrja Suma Dacrah dcngan Daerah lain yang 
dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lcbih Dacrah yang berbatasan, uruuk 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas 
Daerah dan penyediaan layanan publik yang lcbih efisicn jika dikelola 
bersama. 

14. Urusan Pemerintahan adalah kckuasaan pcmerinlahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pclaksanaannya dilakukan oleh Kementerian 
Negara dan Penyelenggara Perncrintahan Daerah untuk melindungi, 
melayani, rnemberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

15. Pemetaan adalah penyusunan data poterisi mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan perencanaan kegiatan. 

16. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerjasama Daerah Kabupaten 
dengan Daerah lain dan/aLau Daerah Kabupaten dengan Pihak Ketiga 
yang berisi kesepakalan yang isinya bersifat umum. 

17. Perjanjian Kerja Sama yang selanjut nyu disingkat PKS adalah dokumcn 
kerja sama antara Daerah dengan Dacrah lain dan/ atau Daerah dengan 
Pihak Ketiga, yang mernuat hak dun kewajiban. 

18. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkal TKKSD 
adalah Lim yang diberituk oleh Bupati unt.uk mernbantu Bupati dalam 
menyiapkan Kerja Sama Daerah. 
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Pasal 3 
Peraturan Daerah ini berlujuan uruuk: 
a. meningkatkan dan mempererat hubungan pemerintahan antara Daerah 

dengan Daerah lain sesuai dengan program dan kebijakan pembangunan 
Daerah; 

Pasal 2 
Peraturan Daerah ini dimaksudkan uru.uk mendukung Lerselenggaranya Kerja 
Sama Daerah yang efektif, efisien, oplimal, transparan, akuntabel, dan tertib 
administrasi. 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

19. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, 
sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan dan organisasi 
kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan 
hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

20. Sinergi Perencanaan dan Pclaksanaan Pcmbangunan yang selanjulnya 
disebut Sinergi adalah pembagian peran dan langgungjawab antara 
Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah untuk memastikan bahwa 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

21. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjulnya, disebut Nola 
Kesepakatan adalah Dokumcn yang bcrisi substansi pokok berupa tugas 
dan tanggunggjawab Pcrncrintah Pusat dan Pcmcrintah Daerah yang 
bersifat mengikat. 

22. Rencana Kerja Sama adalah dokumcn rcncana kcgiatan yang akan 
dilaksanakan Perncrintah Dacrah dengan Pernerintah Daerah di luar 
negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama 
periode kerja sama. 

23. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut 
dengan Letter of Intent (LoI) atau nama lainnya yang dibuat oleh para 
pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak 
mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk 
terjadinya kerja sama. 

24. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah 
Daerah dengan Pemerinlah Daerah di luar negeri atau Pernerintah Daerah 
dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazirn disebut dengan Memorandum 
of Understanding (MoU)alau narna la innya dan bcrisi kesepakatan ten tang 
apa yang akan dilakukan oleh para pihak sclarna pcriode kerja sama. 

25. Lembaga di Luar Negcri adalah institus i/ badan/ asosiasi baik Pernerintah 
maupun swasta di luar negeri tcrrnasuk lembaga pendidikan di luar 
negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan 
dibentuk dengan aturan terteruu atau kcscpakatan bersama. 

26. Pemerintah Pusat adalah Prcsidcn Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang­ 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Pasal 6 
( 1) Bupati bertindak untuk dan atas na ma Dacrah berwenang melaksanakan 

KSDD. 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB II 
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN 

Pasal 5 

Ruang lingkup pengaturan Kcrja Sama Dacrah yang diatur dalam Peraturan 
Daerah ini, meliputi: 
a. KSDD; 
b. KSDPK; 
c. KSDPL dan KSDLL;dan 
d. Kelembagaan Kerja Sama Dacrah. 

Bagian Keempat 
Ruang Lingkup 

nasional dan keutuhan wilayah Negara 

a. efisiensi; 
b. efektivitas; 
c. sinergi; 
d. saling mengunlungkan; 
e. kesepakatan bcrsama; 
f. itikad baik; 
g. mengu lamakan kepentingan 

Kesatuan Republik Indonesia; 
h. persamaan kedudukan; 
1. transparansi; 

J. keadilan; dan 
k. kepastian hukum. 

Pasal 4 
Kerja Sama Dacrah dilaksanakan dcngan mcmpcrhatikan prinsip: 

Bagian Ketiga 
Prinsip 

b. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah antara 
Daerah dengan Daerah lain dan/ atau Pihak Ketiga; 

c. mensinergikan potensi Daerah dcngan Dacrah lain dan/atau Pihak 
Ketiga; 

d. meningkatkan dan mcngoplimalkan k ualita s pelayanan publik; dan 
e. meningkatkan Pendapatan Asli Dacruh. 
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Pasal 8 
(1) Objek KSDD merupakan Urusan Pcmcrinlahan yang mcnjadi kewenangan 

Daerah, terdiri atas: 
a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar, meliputi: 
1. pendidikan; 
2. kesehatan; 
3. pekerjaan umum dan periataan ruang; 
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
5. ketenteraman, ketertiban urn urn, dan pclindungan masyarakat; 

dan 
6. sosial. 

b. Urusan Pemerinlahan Wajib yang tidak bcrkaitan dengan Pelayanan 
Dasar, meliputi: 

1. tenaga kerja; 
2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 

Bagian Ketiga 
Objek 

(3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 
berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah 
yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk menyelenggarakan urusan 
pemcrintahan yang mcnjadi kcwcnangan dacrah namun dipandang lebih 
efektif dan cfisien jika dilaksariakan dcngan bckcrja sama. 

(1) KSDD dikalegorikan menjadi: 
a. Kerja Sama Wajib; dan 
b. Kerja Sama Sukarela. 

(2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dirnak sud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. KSDD dengan daerah kabupalen/kota lain yang berbatasan dalam 

satu wilayah Provinsi; 
b. KSDD dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan Provinsi 

yang berbeda; dan 
c. KSDD yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah 

Provinsi. 

Pasal 7 

Bagian Kedua 
Kategori 

(2) Dalam rangka melaksanakan KSDD sr-bagairriana dimaksud pada ayat 
(1), Bupati dapat memberikan kuasa kepada Pejabat di lingkungan 
Perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama. 

(3) Pejabat di lingkungan Perangkal Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sesuai dengan ketentuan pcrat.ura n perundang-undangan. 
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3. pangan; 
4. pertanahan; 
5. lingkungan hidup; 
6. administrasi kependudukan dan pencalatan sipil; 
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 
8. pengendalian penduduk dun kcluarga bercncana; 

9. perhubungan; 
10. komunikasi dan inforrnat.ika; 

11. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
12. penanaman modal; 
13. kepemudaan dan olahraga; 
14. statistik; 
15. persandian; 
16. kebudayaan; 
17. perpustakaan: 
18. kearsi pan. 

c. Urusan Pcmerintahan Pilihan, rncliputi: 
1. kelautan dan pcrikanan; 

2. pariwisala; 
3. pertanian; 
4. kehutanan; 
5. energi dan sumber daya mineral; 

6. perdagangan; 
7. perindustrian; dan 
8. transmigrasi. 

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayal ( 1) dilaksanak .. .n u nt.uk rncwujudkan kcsejahteraan 
masyarakal dan percepatan pemcnuhan pclayanan publik. 

(3) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan 
keten tuan peraturan perundang- u nda ngan. 

(4) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum 
dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayal (3) dengan kelenluan untuk: 
a. mengatasi kondisi darurat; 
b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/ atau 
c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan. 

(5) Objek dan pelaksanaan KSDD sebagairnana dirnaksud pada ayat (3), 
tidak boleh bertentangan dcngan kcsusilaan, ketertiban umum, 
kepentingan nasional, dany atau kcicntuan peraturan perundang­ 
undangan. 
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Pasal 10 
(1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan: 

a. persiapan; 

b. penawaran; 
c. penyusunan kesepakatan bersama; 

d. penandatanganan kescpakatan bcrsarna; 

Bagian Keempat 
Tahapan dan Dokumen 

Pasal 9 
(1) Oacrah yang mcnyclcnggarakan Kcrja Sama Wajib se bagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I) huruf a, mclakukan lde ntifikasi dan 
Pemelaan Urusan Pemcrintahan yang akan dikcrjasamakan bcrdasarkan 
potensi dan karakteristik Dae rah. 

(2) Ideritifikasi dan Pemctaan Urusan Pemerintahan yang akan 
dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinasikan 
oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan 
Perangkal Oaerah yang membidangi perencanaan. 

(3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan pemerintahan yang akan 
dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar 
rencana Program dan Kegialan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang 
akan dikerjasamakan per tahun, scsuai dcngan : 
a. Jangka waktu kerja sama; dan 
b. Skala prioritas yang ditcruukun bc rdusurl an pcrcncanaan KSDD. 

(4) Oaftar rencana Program dan Kegiatan unt uk setiap Urusan Pemerintahan 
yang akan dikerjasamakan senagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas 
oleh Pemerinlah Daerah yang berbatasari, dalam : 
a. Forum musyawarah perencanaan pcmbangunan daerah Provinsi atau 

rapat koordinasi teknis di provinsi yang dikoordinasikan oleh 
Perangkat Oaerah yang membidangi kerja sama di Provinsi, untuk 
KSDD yang dilakukan oleh antar dacrah Kabupalen/kota dalam l 
(satu) daerah provinsi; atau 

b. Forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional aiau 
koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasiilasi oleh Kementerian 
antara daerah provinsi dan dacrah kabupaten/kota dalam 
wilayahnya, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari 
provinsi yang berbcda dan antar dacrah kabupalen/kota dari daerah 
provinsi yang berbcda. 

(5) Dalam hal rencana KSDD scbagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
belum dibahas dalam forum musyawarah pcrcncanaan pembangunan 
nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh 
kementrian, pembahasan mengenai rencana kerja sama dapat dibahas 
dalam forum musyawarah perencnaan pernbangunan Daerah Provinsi 
yang diprakarsai KSDD. 

(6) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemcrintahan yang telah disepakati 
untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan 
dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Daerah. 
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Pasal 13 
(1) Pemerintah Daerah dapat membcrikan banluan keuangan kepada daerah 

lainnya untuk melaksanakan kcrja sama wajib melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan 
bidang yang dikerjasamakan. 

Bagian Keenam 
Bantuan Kerja Sama Antara Daerah 

(1) KSDD berakhir karena: 
a. berakhirnya jangka waktu KSDD; 
b. tujuan KSDD telah tercapai; 
c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mcngakhiri kerja sama; 
d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mcngakibatkan KSDD tidak dapat 
dilaksanakan; dan/ a tau 

e. objek KSDD hilang atau musnah. 
(2) Dalam ha! lerjadi pergantian kcpcrnimpinan di Daerah dan 

kabupaten/kota yang bekerja sarna, KSDD tidak dapat bcrakhir kecuali 
berdasarkan kctcntuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). 

Pasal 12 

Bagian Kelima 
Berakhirnya Kerja Sama 

Pasal 11 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD dan materi muatan Dokumen 
KSDD sebagaimana dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati. 

e. persetujuan DPRD; 
f. penyusunan Perjanjian Kcrja Sama; 
g. penandatanganan Pcrjanjian Kcrja Sama; 
h. pelaksanaan; 
1. penalausahaan; dan 
J. pelaporan. 

(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 
diberikan dalam ha! rencana KSDD: 

a. membebani rnasyarakat dan Dacrah; dan/alau 
b. pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah tahun bcrjalan. 
(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh 

Perangkat Daerah yang membidangi Kcrja Sama. 
(4) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d dan huruf g, mcrupakan dokumen KSDD. 



1 1 

(1) Jenis KSDPK meliputi: 

a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik; 
b. kerja sama dalam pengelolaan a et unt.uk meningkatkan nilai 

tarnbah yang memberikan pendaparan bagi Daerah; 
c. kerja sama investasi; dan 

d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf a sampai dengan 
huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, dapat berupa: 
a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan 

infrastruktur; atau 

b. kerja sama pengadaan barang Jan ja~c1, 
yang dilaksanakan sesuai dcngan kcteniuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 16 

Bagian Kedua 
Jenis 

Pasal 15 
Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK, lerdiri alas: 
a. perseorangan; 
b. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau 
c. organisasi kemasyarakatan. 

Pasal 14 
(1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak 

untuk dan atas nama Dacrah. 
(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa 

kepada Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani 
perjanjian kerja sama. 

(3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sesuai dengan kctentuan pcraturan perundang-undangan. 

Bagian Kesatu 
Subjek Hukum 

BAB III 
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 

(2) Keten tuan mengenai tata cara pcmberian bant.uan dana sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal 20 
(1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus 

memenuhi kriteria: 

a. terintegrasi secara teknis dcngan rcncana induk pada sektor yang 
bersangkutan; 

a. pemetaan urusan pernerintahan sesuai potensi dan karakteristik 
serta kebutuhan Daerah; dan 

b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pemetaan Urusan Pemerintahan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) 
huruf a yang akan dikerjasarnakun drbua t dalarn daftar rcncana kerja 
sama setiap tahun dan ditetapkan dcngan Keputusan Bupati. 

Pasal 19 
(1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Pemerintah Daerah 

melakukan: 

Bagian Keempat 
Studi Kelayakan 

Pasal 18 
(1) Daerah melaksanakan KSDPK dcngan objck scsuai urutan prioritas yang 

ditetapkan dalam perencanaan pcrnbangunan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). 

(2) Oaerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya tidak Lercantum 
dalam perencanaan pembangunan dacrah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dengan syarai untuk: 
a. merigatasi kondisi darurat; 
b. mendukung pelaksanaan program stratcgis nasional; dan / a tau 
c. melaksanakan penugasan bcrdasarkan asas tugas pembantuan. 

(3) Objek dan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
tidak boleh bertentarigan dcngan kcsusilaan, ketertiban umum, 
kepentingan nasional, budaya, dan/atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 17 
(1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta 
saling menguntungkan. 

(2) Prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Objek 

(4) Ketentuan lcbih lanjut mcngcnai jcn is KSDPK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) huruf d dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati. 
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Pasal 24 
( 1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/ a tau barung. 
(2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Dacra h bcrupa uang disetorkan ke kas 

Daerah sebagai pendapatan Dacrah sesuai dengan kete ntuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai 
aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Bagian Keenam 
Hasil KSDPK 

Pasal 23 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Lahapan KSDPK dan materi muatan 
Dokumen KSDPK sebagaimana dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan 
Bupali. 

Pasal 22 
(1) Ketenluan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama sebagaimana 

dimaksud dalm Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK. 

(2) Khusus Dokumen Kerja Sama berupa Kontrak/Perjanjian Kerja Sama 
paling sedikit memuat: 
a. hak dan kewajiban para pihak; 
b. jangka waktu kerja sama; 
c. penyelesaian perselisihan; dun 
d. sanksi bagi pihak yang tidak mcmcriuhi pcrjanjian. 

Bagian Kelima 
Tahapan dan Dokumen 

Pasal 21 
Ketentuan lebih lanjut mengcnai si udi kclayakan scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayai ( 1) huruf b dun Pa sal 20 ayai (2) diatur dalarn Peraturan 
Bupati. 

b. layak secara ekonomi dan finansial; dan 
c. pihak ketiga yang rnerigaj ukan prakarsa mcmiliki kcmampuan 

keuangan yang mcmadai untuk mcmbiayai pelaksanaan kerja sama. 
(2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan 

kerja sama yang diusulkan. 
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Pasal 28 
(1) Objek KSDPL dan KSDLL, terdiri alas: 

a. pengembangan ilmu pengetahuan dan Leknologi; 
b. pertukaran budaya; 
c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; 
d. promosi potcnsi Dacrah; dan/alau 
e. kerja sama lainnya yang tida k bcrteruangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Objek 

Pasal 27 

Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Bupati yang 
bertindak untuk dan alas nama Dacra h. 

Bagian Kesatu 
Um um 

BAB IV 
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH 

DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR 
NEGERI 

Pasal 26 
(1) Ketentuan mengenai berakhirnya kcrja sama scbagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap bcrakhirya 
kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK. 

(2) Selain berdasarkan ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), 
KSDPK berakhir karcna: 
a. putusan pengadilan yang Lelah mcmpcrolch kckuatan hukum tctap; 

atau 

b. pihak ketiga dinyalakan pailit scsuai dcngan kcicntuan peraiuran 
perundang-undangan. 

Bagian Kedelapans 
Berakhirnya Kerja Sama 

Pasal 25 
Jika terjadi perselisihan dalam periyclcnggaraan KSDPK, penyelesaiannya 
dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai 
dengan kesepakatan yang tercaruurn dalam konLrak/ Perjanjian Kerja Sama 
serta tidak bertentangan dcngan kctentuan pcraturan pcrundang-undangan. 

Bagian Ketujuh 
Penyelesaian Perselisihan 
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(1) KSDPL terdiri atas: 
a. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan 
b. kerja sama lainnya. 

(2) Kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau 
yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan 
antarpemerintah daerah dan masyarakatnya. 

(3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan 
Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja 
sama tertentu. 

Pasal 30 

Bagian Keempat 
Bentuk 

Pasal 29 
(1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan: 

a. mempunyai hubungan diplomatik; 
b. merupakan urusan Pemerintah Daerah; 
c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri; 
d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak 

mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan 
e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan 

Daerah. 
(2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat 
dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia. 

(3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), KSDPL harus memenuhi persyaratan: 
a. kesetaraan status administrasi dan/ atau kesetaraan wilayah; 
b. saling melengkapi; dan 
c. peningkatan hubungan antar masyarakat. 

Bagian Ketiga 
Persyaratan 

(2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan 
pilihan yang menjadi kewenangan Daerah. 
KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 
dalam naskah kerja sama. 

(3) 
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Pasal 34 
(1) Penyelenggaraan KSDLL alas dasar pencrusan kcrja sama Pemerintah 

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan olch 
Daerah dengan: 
a. organisasi internasional; 

KSDLL diselenggarakan: 
a. atas dasar pcncrusan kcrja sarna Pcrncrin ta h Pu sa t; atau 
b. dalam bentuk kerja sama lainnya bcrdasarkan persetujuan Pemerintah 

Pu sat. 

Pasal 33 

Pasal 32 
KSDPL dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 
Penyelenggaraan 

Pasal 31 
(1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari: 

a. Pemerintah Daerah; 
b. pemerintah daerah di luar ncgeri; atau 
c. pcrnerintah dacrah di luar ncgcri mclalui Mcrucri yang 

menyelcnggarakan urusan pcmcrintahan dalarn ncgcri dan/atau 
Menteri yang mcnyelenggarakan urusan pcmcrintahan di bidang 
hubungan luar negcri. 

(2) Prakarsa KSDLL dapat bcrasal dari: 

a. Pemerintah Daerah; atau 
b. pemerintah daerah di luar ncgeri atau lembaga di luar negeri melalui 

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri 
dan/atau Menteri yang menyclcnggarakan urusan pemerinlahan di 
bidang hubungan luar ncgcri. 

(3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
Bupati melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat 
kerja sama bagi kepentingan daerah dam kcpentingan nasional. 

(4) Dalam hal hasil penjajakan scbagairnana dimaksud pada ayat (3) dapat 
ditindaklanjuti dcngan pcrnyutuan kchcndak kcrja sarna, Bupati 
melakukan koordinasi dan konsullasi dengan Merucri dan menteri yang 
menyelcnggarakan urusan pcrncrintahan di bidang hubungan luar negeri 
sebelum dilakukan penandatanganan pcrnyataan kehendak kerja sama. 

(5) Pernyataan kehendak kerja sarna scbagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL. 

Bagian Kelima 
Prakarsa 
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Pasal 37 
(1) KSDPL dan KSDLL dilakukan mclalui tahapan: 

a. Prakarsa; 
b. Penjajakan; 
c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama; 
d. Penyusunan Rencana Kerja Sama; 
e. Persetujuan DPRD; 
f. Verifikasi; 
g. Penyusunan Rancangan Naskah Kerja Sama; 
h. Pembahasan Naskah Kerja Sama; 
1. Persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dalam negeri; 

Bagian Ketujuh 
Taha pan 

Pasal 36 
(1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dun KSDLL sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 dan Pasal 34 terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal lerdapat hasil KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 dan Pasal 34 berupa barang yang belum ditegaskan 
kepemilikannya dalam naskah kcrja sarna, dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan pcraturan pcrundang-undangan. 

Pasal 35 
Pelaksanaan KSDLL yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah 
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan oleh Daerah 
dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 ayat ( 1). 

b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negcri; dan 
c. mitra pcmbangunan luar ncgcri. 

(2) Organisasi Internasional scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
merupakan organisasi antarpcmcrintah. 

(3) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, mcrupakan organisasi kemasyarakatan 
badan hukum yayasan asing atau scbutan lainnva dan lcrnbaga swadaya 
masyarakat berbadan hukum asing di luar negcri, tidak termasuk partai 
politik. 

(4) Mitra pembangunan luar negcri scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan Pemerintah luar negeri. 

(5) Pelaksanaan KSDLL scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikoordinasikan oleh Pernerintah Pusat sesua: dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 40 
(1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL dan/atau KSDLL di 

Daerah kepada Gubernur yang sclanjulnya diteruskan kepada Menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri rnclalui 
Sekretaris Jenderal pada kemcnterian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam ncgcri. 

Bagian Kesepuluh 
Pela po ran 

Pasal 39 
(1) KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal: 

a. kesepakatan para pihak mclalui prosedur yang ditetapkan dalam 
Naskah Kerja Sama; 

b. tujuan Naskah Kerja Sama Lelah lercapai; dan 
c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan 

lama. 
(2) Dalam hal terjadi perganuan kcpcmirnpinan di Daerah dan/atau 

Pemerintah Daerah di Luar Ncgcri atau pergantian kepemimpinan 
Lembaga di Luar Negeri yang bckcrja sarna, KSDPL dan/atau KSDLL 
tidak dapat berakhir kecuali bcrdasarkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayal (1) 

Bagian Kesembilan 
Berakhir KSDPL dan KSDLL 

Pasal 38 
(1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun. 
(2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dapat diperpanjang dan diakhiri sctclah mcndapalkan persetujuan dari 
para pihak. 

(3) Dalam hal jangka waktu KSDPL dan/alau KSDLL diperpanjang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan 
perpanjangan KSDPL dan/ atau KSDLL, secara tertulis kepada Menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui 
Sekretaris Jenderal dengan ditembuskan kepada Gubernur dan DPRD, 
paling lama 6 (enarn) bulun scbclurn bcrakhirnya KSDPL dan /utau 
KSDLL. 

Bagian Kedelapan 
Jangka Waktu 

J. Penandatanganan Naskah Kcrja Sama; dan 

k. Pelaksanaan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mcngcnai Tahapan KSDPL dan KSDLL 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 43 
(1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, mernpunyai 

tugas: 
a. menyiapkan dan mcngkoordinasikan Kerja Sama Daerah; 
b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK; 
c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi 

antara Pemerintah Pusat dan Pcmerintah Daerah; 

Bagian Kedua 
Tim Kerja Sama Daerah 

Pasal 42 
Dalam rangka penyelenggaraan KSDD dan KSDPK, Bupati dapat membentuk: 

a. TKKS D; dan 
b. Sekretariat Kerja Sama. 

Bagian Kesatu 
Umum 

BABV 
KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH 

Pasal 41 
Dalam ha1 terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan/ atau 
KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan 
konsultasi sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan. 

Bagian Kesebelas 
Penyelesaian Perselisihan 

(2) Laporan KSDPL dan/atau KSDLL scbagairnana dimaksud pada ayal (1), 
paling sedikit mernuat: 
a. judul; 
b. latar bclakang; 
c. maksud, tujuan dan sasaran; 
d. ruang lingkup kerja sama; 
e. perkembangan/hasil kerja sama; 
f. penerima manfaat; 
g. pendanaan; 
h. hambatan dan tantangan; dan 
1. analisis dan rencana tindak lanjut. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan KSDPL dan/atau 
KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diatur dalam Peraturan 
Bupati. 
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Pasal 45 
Pembentukan, uraian tugas, dan susunan keanggotaan, TKKSD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, Pasal 43, dan Pasal 44 ayat (1), ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 44 
(1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, beranggotakan: 

a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris 
Daerah; 

b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Asisten 
Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah; 

c. 1 (satu) orang Sekretaris yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala 
Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan 

d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan 
kebutuhan. 

(2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat 
melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional. 

d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan sinergi 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, 
KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
dari pemrakarsa; 

f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja 
Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/ atau Nota 
Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja; 

g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan 
Kesepakatan Bersama dan PKS, dokumen KSDD dan KSDPK serta 
Nota Kesepakatan Sinergi; 

h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja 
sama. serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/ atau 
sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan sinergi 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

1. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, 
KSDPK dan sinergi antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
yang membebani masyarakat dan daerah; dan 

J. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan 
KSDD, KSDPK serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan 
kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



21 

Pasal 49 
(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan sctiap tahun sebelum perencanaan 

anggaran tahun berikutnya. 

BAB VII 
PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 48 
(1) Untuk mendukung pelaksanaan Kcrja Sama Daerah, Bupati dapat 

membentuk Asosiasi Daerah. 
(2) Pembentukan Asosiasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 
ASOSIASI DAERAH 

Pasal 47 
Sekretarial Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, 
memiliki tugas: 
a. membantu melaksanakan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi atas 

pelaksanaan kerja sama; 
b. memberikan masukan dan saran kcpada Bupati dan Kepala Daerah 

masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila 
ada permasalahan; dan 

c. melaporkan pelaksanaan tugas kcpada Bupati dan Kepala Daerah 
masi ng-rnasing. 

Pasal 46 

(1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, 
dibent.uk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan: 

a. dilakukan secara terus-mencrus; 
b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah 

dan/ atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) 
objek; dan 

c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun. 
(2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan 

Perangkat Daerah dan bertugas mernfasilitasi Perangkat Daerah dalam 
melaksanakan KSDD. 

(3) Pembentukan Sekretariat Kcrja Sama scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diatur dengan Kesepakatan Bersarna yang ditandatangani oleh Bupati 
bersama dengan Kepala Daerah yang bekerjasama. 

Bagian Ketiga 
Sekretariat Kerja Sama 
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Pasal 52 
(1) Kontrak/Perjanjian Kerja Sama untuk KSDD dan KSDPK, yang telah 

ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap 
berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama. 

(2) Kerja Sama Daerah yang masih dalam tahap persiapan, penawaran, atau 
penyiapan Kesepakatan Bersama, harus disesuaikan dengan ketentuan 
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 51 
(1) Pendanaan dan pembiayaan dalam rangka Kerja Sama Daerah 

dibebankan kepada para pihak dalam Kerja Sama Daerah. 
(2) Pendanaan dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bersumber dari: 
a. APBD; dan/ a tau 
b. sumber pendanaan dan pembiayaan lain yang sah. 

(3) Pcndanaan dan Pembiayaan scbagairnana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 

Pasal 50 
(1) Pembinaan dan pengawasan Kcrja Sama Daerah olch perangkat dacrah 

dilaksanakan oleh Bupati. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terrnasuk Pemantauan dan Evaluasi 
Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan: 
a. melakukan identifikasi dan invcntarisasi Kerja Sama Daerah yang 

telah dilaksanakan, namun belum tercantum dalam sistem 
informasi; 

b. melakukan idcnlifikasi dan inve n t.arusaai Kerja Sama Daerah yang 
dilaksanakan diluar KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL; dan 

c. melakukan pemutakhiran data Kcrja Sama Daerah pada sistem 
informasi. 

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh bagian yang membidangi Kerja Sama Oaerah. 
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA 
BARAT: ( 1/8/2021). 

Diundangkan di Karawang 
pada tanggal 18 lleNt. 2•1 

~:ts:tll!~DAERAH KABUPATEN 
~=--«fl,<;~~WANG, 

Ditetapkan di Karawang 
pada al 1 llaret 2111 

WANG, 

Pasal 56 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Karawang. 

Pasal 55 
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling 
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal 54 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten 
Karawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 53 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten 
Karawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 11) dinyatakan tetap berlaku 
scpanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 
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I. UMUM 
Penyelenggaraan Kerja Sama Dacrah pada hakikatnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyaL yang didasarkan pada pertimbangan 
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. 
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah rnenurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Dacrah scbagairnana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama 
Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah 
Dengan Pihak Ketiga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di 
Luar Negcri dan Kcrja Sama Dacruh Dcngan Lcrnbaga di Luar Negeri dapat 
dilakukan dengan dacrah lain, pihak ketiga , dan pemerintah daerah atau 
lembaga di luar negeri. Di sisi lain Kcrja Sama Dacrah dimaksudkan sebagai 
sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan ketcrikatan Daerah dengan 
daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antardaerah, 
Daerah dengan pihak ketiga, dan Daerah dengan pemerintah daerah atau 
lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, 
teknologi, dan kapasitas fiskal Daerah. Kcrja Sama Daerah dengan pemerintah 
daerah atau lembaga di luar negeri mcrupakan kerja sama internasional dan 
dilaksanakan setelah mendapatkan pcrsetujuan dari Pemerintah Pusat serta 
berpedoman pada ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Karawang yang saat ini 
didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 
2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang 
Tahun 2018 Nomor 11), dinilai sudah tidak relevan dan Lidak sesuai dengan 
perkembangan peraluran perundang-undangan, sehingga dipandang perlu 
diganti agar pelaksanaan Kerja Sama Daerah dapai dilaksanakan secara 
efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuruabcl, scrta serasi, selaras, dan 
sesuai serta harmonis dengan kcbijakan dan program serta ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Salah satu upaya dalam rangka melakukan penataan terhadap 
pengaturan Kerja Sama Daerah dilakukan dcngan cara mcnyusun Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tcruarig Kcrja Sama Daerah, yang 
secara substansial memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan Kerja 
Sama Daerah dengan daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, 
dan Kerja Sama Daerah dengan pernerintah daerah atau lembaga di luar 
negeri serta pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah. 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENT ANG 

KERJA SAMA DAERAH 
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II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal2 

Cukup jelas. 
Pasal3 

Cukup Jelas. 
Pasal4 

Huruf a 
Yang dimaksud dcngan "efisicrisi" adalah upaya pemerintah daerah 
melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu 
hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat 
mencapai hasil yang maksimal. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah upaya pemerintah daerah 
melalui kerja sama untuk mcndorong pemanfaatan sumber daya 
para pihak secara optimal dan bcrlanggungjawab urituk 
kesejahteraan masyarakat. 

Huruf c 
Yang dimaksud dcngan "sincrgi" ada lah upaya untuk terwujudnya 
harmoni antara pemerinlah, masyarakal dan swasta un tuk 
melakukan kerja sama demi Lerwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan "sating mcnguntungkan" adalah pelaksanaan 
kerja sama harus dapat mcmberikan keuntungan bagi masing­ 
masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan "kesepakatan bersama" adalah persetujuan 
para pihak untuk melakukan kerja sama. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah kemauan para pihak 
untuk secara sungguh-sungguh mclaksariakan kcrja sama. 

Huruf g 
Yang dimaksud dcngan "rncngutarnakan kcpcntingan nasional dan 
keutuhan wilayah Negara Kcsa tuan Rcpublik Indonesia" adalah 
seluruh pelaksanaan kerja sama dacrah harus dapat memberikan 
dampak positif lerhadap upaya mewujudkan kemakmuran, 
kesejahteraan masyarakal dan memperkokoh Negara Kesatuan 
Repu blik Indonesia. 

Huruf h 
Yang dimaksud dengan "pcrsamaan kedudukan" adalah persamaan 
dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang 
melakukan kerja sama daerah. 

Huruf i 
Yang dimaksud dengan "Lransparansi" adalah adanya proses 
keterbukaan dalam kerja sama daerah. 

Huruf j 
Yang dimaksud dengan "kcadilan" adalah adanya persamaan hak 
dan kewajiban serta perlak uan para pihak dalam melaksanakan 
kerja sama daerah. 

Huruf k 
Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa kerja sama 
yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang 
melakukan kerja sama daerah. 
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Cukup jelas. 
Pasal 14 

Cukup jelas. 
Pasal 15 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "badan usaha yang berbadan hukum" antara 
lain Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, 
Koperasi, dan Badan Hukum Swasta". 

Pasal 13 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "tidak dapat berakhir meskipun terjadi 
pergantian kepemimpinan" adalah bahwa kcrja sama daerah tetap 
dilaksanakan sesuai dengan kcsepakatan sebagaimana dimaksud 
dalam dokumen kerja sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya 
pergantian Bupati maupun lidak terpengaruh oleh terjadinya 
pergantian pejabaL yang diberi kuasa untuk menandatangani 
dokumen kerja sama. 

Pasal9 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "koridisi darurat" adalah kondisi di luar 
kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana alam". 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup Jelas. 

Pasal8 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jclas. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Yang dimaksud dcngan "saling melengkapi" adalah 
memanfaatkan potensi aiau kclcbihan masing-masing pihak 
untuk saling melengkapi dan saling mengunlungkan". 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasall 9 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal21 
Cukup jelas. 

Pasal22 
Cukup jelas 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal25 
Cukup jelas. 

Pasal26 
Cukup jelas. 

Pasal27 
Cukup jelas. 

Pasal28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "tidak membuka kantor perwakilan di 
luar ncgcri" adalah udak membuka kantor yang 
didirikan/ disewa di luar ncgcri olch Pemerintah Daerah yang 
didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber 
dana lainnya termasuk dari pihak mitra. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 
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Yang dimaksud dcngan "lcrnbaga di luar negcri" misalnya lembaga 
pendidikan di luar ncgcri yang dibcrituk se suar dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan". 

Pasal36 
Cukup jelas. 

Pasal37 
Cukup jelas. 

Pasal39 
Cukup jelas. 

Pasal40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal42 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Cukup jelas. 

Pasal44 
Cukup jelas. 

Pasal45 
Cukup jelas. 

Pasal46 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Pasal35 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "rnitra pembangunan luar negeri" 
adalah lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal32 
Cukup jelas. 

Pasal33 
Cukup jelas. 

Pasal34 
Ayat (1) 

Huruf a 
Yang dimaksud dcrigan "organisasi internasional" adalah 
organisasi antarpemcriruah. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "lernbaga nonprofit berbadan hukum di 
luar negeri" antara lain organisasi kemasyarakatan badan 
hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga 
swadaya masyarakal berbadan hukum asing di luar negeri. 

Huruf c 
Cukup jelas. 
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Cukup jelas. 
Pasal48 

Cukup jelas. 
Pasal49 

Cukup jelas. 
Pasal50 

Cukup jelas. 
Pasal51 

Cukup jelas. 
Pasal52 

Cukup jelas. 
Pasal53 

Cukup jelas. 
Pasal 54 

Cukup jelas. 
Pasal55 

Cukup jelas. 
Pasal56 

Cukup jelas. 

Pasal47 

Ayat (3) 
Cukupjelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan "mcmiliki kompleksitas tinggi" adalah 
daerah melakukan kerja sama lebih dari 2 (dua) Daerah 
dan/ a tau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 
(dua) objck. 

Huruf c 
Cukup jelas. 


